BAB IV
PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :
1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara mempengaruhi kedudukan dan perlindungan

hukum bagi tenaga harian lepas sebab dalam ketentuan UU ASN

Anggaran. Alasan
enuhi kebutuhan
an-pekerjaan yang

sifatnya ebersihan, petugas
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Pemerintah Kota Payakumbuh tidak memiliki aturan berupa Peraturan

keamanan, n, design tenun dll.
Daerah ataupun Peraturan Walikota tentang Pengangkatan Tenaga
Harian Lepas (THL). Pemerintah Kota Payakumbuh tidak membuat
Peraturan tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) ini
karena adanya larangan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintan Nomor 8
Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS,

Pemerintahan Kota Payakumbuh ini sendiri takut untuk membuat



aturan tentang Pengangkatan THL karena akan melanggar UU ASN
dan PP 48 tahun 2005. Mekanisme pengangkatan THL di Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dilakukan dengan
beberapa tahapan seperti tahapan perencanaan, tahapan pengadaan,
tahapan pengumuman, tahapan seleksi, dan tahapan pengumuman hasil
seleksi kemudian pembuatan perjanjian kontrak kerja. Namun dalam
mekanisme pengangkatan THL ini ada beberapa yang tidak sesuai

dengan mekanisme pengangkatan ASN berdasarkan UU ASN.

Hak daprkews art_Tenaga-Hadlall Cepas Feta: f dalam perjanjian
» ndungan Jaminan

(JKM), Badan
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jiban THL seperti,
elaksanakan tugas

yang ~¥ﬁ /—__/ ln baik instansi,

s ; — ak dan kewajiban
Pegawai %mﬁg#v ai ASN seperti, gaji
tunjangan, fasilitas, cui,jaminan pensiun dan jaminan hari tua,
perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban Pegawali
ASN seperti, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah
yang sah, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat
pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundnag-
undangan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,

ucapan, tindakan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan



rahasia jabatan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
Seharusnya Hak dan Kewajiban Tenaga Harian Lepas disesuaikan
dengan Hak dan Kewajiban Pegawai ASN yang di atur dalam UU
ASN.

Upah THL ini di anggarkan dalam Anggaran Perencanaan Belanja
Daerah (APBD), upah THL dibayarkan berdasarkan kehadiran.

Besaran upah THL sesuai dengan Upah Minimun Provinsi Sumatera
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Barat.
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Kota Payakumbuh
seharusnya me
tentang Mekanisme Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) di
Kota Payakumbuh. Agar adanya keseimbangan antara kesejahteraan
materil dan kesejahteraan formil yang di dapat oleh Tenaga Harian
Lepas (THL). Dan seharusnya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam
pengangkatan THL dilakukan dengan cara pengadaan barang dan jasa

yang mana Upah THL di anggarkan dalam APBD sebagaimana yang



2)

dijelaskan dalam Pasal 18 ayat 1-3 Perpres Pengadaan Barang dan
Jasa.

Pengangkatan tenaga harian lepas berpedoman pada UU ASN secara
umum saja, karena dalam perjanjian kontrak Kkerjanya terdapat
kelemahan secara yuridis, untuk itu hendaknya dalam pembuatan
perjanjian, Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

harus aktif dalam menyampaikan kebutuhan yang pasti diperlukan

Tenaga [iReHES B Ve SRR ity by . Sehingga selama
A | erugi dan dijamin
ebutuhan masing-
masing

Pemerirjtah K U aiJlebih balk jika bekerjasama

dengan

Seharu s : n untuk menjawab



